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FEBRINA NURUL WARDAH (B111 10 367). Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Penipuan (Studi 
Kasus Putusan Nomor 696/Pid.B/2012/PN.Mks), dibimbing oleh Andi 
Sofyan sebagai Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap tindak pidana dalam perkara putusan No. 
696/Pid.B/2012/PN.Mks. dan untuk mengetahui pertimbangan hukum 
hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana Pemalsuan 
Surat dan Penipuan dalam putusan No. 696/Pid.B/2012/PN.Mks. 
Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh penulis untuk mendapatkan 
data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan 
pembahasan dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan di Kota Makassar. 
Dengan memfokuskan pengumpulan data dan informasi yang akan 
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar yang mana merupakan 
tempat diputusnya perkara Nomor 696/Pid.B/2012/PN.Mks yang 
merupakan objek sasaran kasus. Penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian kepustakanaan dan penelitian lapangan. Penelitian 
kepustakaan didapatkan dari literatur-literatur, jurnal, peraturan 
perundang-undangan dll. Sedangkan penelitian lapangan yakni dari 
wawancara langsung oleh hakim yang memutus perkara 
No.696/Pid.B/2012/PN.MKs. 
Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang ada, maka Penulis 
mengambil kesimpulan antara lain: 1) Penerapan hukum terhadap tindak 
pidana pemalsuan surat dan penipuan dalam Putusan 
No.696/Pid.B/2012/PN/Mks didasarkan pada fakta-fakta hukum baik 
melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-
alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan 
tuntutan jaksa penuntut umum yakni Pemalsuan Surat yang diatur dalam 
Pasal 263 ayat (1) dan Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 65 
ayat (1) yang mana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP).). 2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 
tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan dalam Putusan 
No.696/Pid.B/2012/PN.Mks telah sesuai mengingat dakwaan bersifat 
kumulatif atau perbuatan dalam perkara ini  merupakan concursus. Hal ini 
dapat dilihat berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa, barang bukti, serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, 
hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta 
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 Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kepada Allah SWT atas 
berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam atas Nabi 
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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan kemajuan zaman, banyak sekali perilaku manusia 
dalam bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma hukum yang 
berlaku, akibatnya terjadi kekacauan dan terganggunya ketertiban dan 
ketentraman kehidupan manusia.  
Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun sejalan dengan 
kemajuan yang telah dicapai bersamaan dengan bidang ekonomi, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat 
disangkal. 
Paradigma  dalam bidang penegakan hukum  memandang bahwa 
pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau 
berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang 
sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
Kejahatan bukanlah sebagai variabel yang berdiri sendiri atau 
dengan begitu saja ada. Semakin maju dan berkembangnya peradaban 
umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang 
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akan muncul di permukaan. Dengan kata lain kejahatan atau tindak 
kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada 
dalam masyarakat. 
Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan 
masyarakat adalah kejahatan penipuan dan pemalsuan. Penipuan dan 
pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai 
kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan 
dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi 
perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian 
berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk 
menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. 
Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan 
berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada 
semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang 
semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di 
dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu obyek 
yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal 
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran 
terhadap dua norma dasar, yakni kebenaran (kepercayaan) yang 
pelanggaranya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Dan 
ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok 
kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. 
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Dalam perkembangannya dari berbagai macam tindak pidana 
pemalsuan, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan 
yang begitu kompleks, sebab jika kita melihat objek yang dipalsukan yaitu 
berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat 
luas. 
Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu 
merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab 
undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan 
mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang 
membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. 
Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan 
yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut 
tidak dilaporkan kepihak kepolisan. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan 
dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus 
mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut 
menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. Tindak pidana penipuan 
atau bedrog ataupun yang dimaksud di dalam doktrin juga disebut 
oplichting dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah 
diatur dalam Pasal 378 KUHP : 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah 
nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat 
atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan 
seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau 
mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, 
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karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya empat tahun.1 
 
Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam 
Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan 
bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja,2 
termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 
263 KUH.Pidana. s/d Pasal 276 KUHPidana.  
Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 
263 KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan 
Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana 
(menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). 
Adapun Pasal 263 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut:  
1)  Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hu-
tang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal 
dengan maksud  untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, 
diancam jika pemakaian tersebut dapat menim-bulkan kerugian, 
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam 
tahun; 
2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.   
 
Sedangkan Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut: 
                                                             
1 Moeljatno, 2009. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bumi Aksara Jakarta. Hlm 96 
2P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang,2013, Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan 
Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, 




1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 
1.   Akta-akta otentik;  
2.   Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau 
bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum; 
3.   Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari 
sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 
4.   Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang 
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan 
sebagai pengganti surat-surat itu; 
5.   Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk 
diedarkan.  
2)    Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak 
sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, 
jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.3 
 
Sedangkan Pasal 266, berbunyi sebagai berikut: 
1)    Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya 
harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah 
keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika 
pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun;  
 
2)   Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak 
sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, 
jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
  
Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan 
salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-
undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan 
mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang 
membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. 
                                                             
3 Ibid,hlm 97 
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Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan 
terdiri dari beberapa jenis.  Adakalanya sumpah palsu dan keterangan 
palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank, 
pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan 
merek. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 
dengan judul : 
“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
dan Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 696/Pid.B/2012/PN.Mks)” 
 
B.   Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang timbul  adalah sebagai berikut : 
1.   Bagaimana penerapan hukum  terhadap tindak pidana Pemalsuan Surat 
dan Penipuan dalam Putusan Nomor 696/Pid.B/2012/PN.Mks ? 
2.   Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara 
tindak pidana Pemalsuan Surat dan Penipuan dalam Putusan 
Nomor.696/Pid.B/2012/PN.Mks ? 
 
C.   Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum  terhadap tindak pidana pemalsuan 
surat dan penipuan dalam Putusan Nomor 696/Pid.B/2012/PN.Mks 
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2.  Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara 
tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan dalam Putusan 
Nomor.696/Pid.B/2012/PN.Mks ? 
 
D.   Kegunaan Penelitian 
1.  Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih 
kepada penulis mengenai penerapan hukum  terhadap tindak pidana 
pemalsuan surat dan penipuan dalam Putusan Nomor 
696/Pid.B/2012/PN.Mks 
 2.  Memberikan gambaran yang jelas kepada penulis mengenai 

















A.   Tindak pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
  Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana. 
  Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
 Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak 
Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah:4 
1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana;5 
Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono 
Prodjodikoro,  dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah 
“peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD 
Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, 
pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada 
suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan 
                                                             
4 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.18. Tgl 1-Nov-
2013, pukul 14.05 
5 Ibid., hlm 19 
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manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam 
percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa 
kejadian itu merupakan peristiwa alam;6 
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, 
yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman.7 
Mulyatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan 
pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” 
menunjuk kepada makna adanya suatu kelakukan manusia yang 
menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana 
pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan 
demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan 
alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan 
itu adalah hanya manusia; dan 
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas 
tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki 
arti: 
 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh; 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
                                                             
6 Teguh Prasetyo,2012, Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm 49. Tgl.1-Nov-
2013. 
7 Amir Ilyas, loc.cit 
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Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana). 
Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan 
definisi mengenai delik, yakni: 
    Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan 
    diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).” 
 
Lanjut Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit sebagai berikut: 
    Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang 
    diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”8 
 
Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku 
karya Lamintang, sebagai : 
    “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
    dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh 
    seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
    tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.” 
 
Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan 
strafbaarfeit adalah: 
    “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan   
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”9 
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana”10 
                                                             
8 Ibid 
9 Ibid, hlm.20. 




Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah 
perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, 
dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif 
(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) hukum juga 
perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 
diharuskan oleh hukum). 
 
2. Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebaga tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. 
Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar 
pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa. 
Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 
upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan serupa. Pemberian 
pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat 
beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:11 
1. Pemberian pidana oleh pembentuk undang-undang; 
                                                             
11 Op.cit, hlm 95 
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2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli 
mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan 
itu dijatuhkan. Menurut  Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan 
dalam 3 golongan besar, yaitu: 
1. Teori absolut atau teori pembalasan;12 
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah 
bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. 
Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk 
dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena 
dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan 
manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus 
berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena 
itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan 
tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan 
tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah 
pembalasan. 
2. Teori relatif atau teori tujuan; 
Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti 
dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu 
kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya 
                                                             
12 Ibid.hlm 96 
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suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. 
Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa 
depan. 
Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada 
hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga 
dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus 
diarahkan kepda upaya agar dikemudian hari kejahatan yang 
dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). 
3. Teori Gabungan. 
Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum 
pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya 
unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak 
lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki 
penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul 
karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, 
kelemahan kedua teori tersebut adalah: 
            Kelemahan teori absolut : 
1. Dapat menimbulkan ketidakadilan.  
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, 
maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana? 
Kelemahan teori relatif : 
1.    Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk 
mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka 
14 
 
mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang 
berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi 
tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan. 
2.    Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu 
semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang 
membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.13 
3.    Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan 
mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam 
praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive. 
Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan 
pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan 
pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi 
seimbang. 
Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut 
oleh Pompe. Pompe menyatakan : 
Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana 
dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-
cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah 
suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-
sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan 
pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. 
 
Van Bemmelan pun menganut teori gabungan, ia menyatakan : 
Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 
masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara 
tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan 
                                                             
13 Ibid. hlm 101 
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mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam 
kehidupan masyarakat. 
 
Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan 
keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna 
bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat 
sesuai dengan beratnya14 perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. 
Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang 
dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna 
bagi masyarakat. 
Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh 
Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-
tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi 
tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan 
pemerintahan  
Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan 
tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang 
ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang 
seharusnya. 
Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap 
delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan 
adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah 
melindungi kesejahtraan masyarakat. 




Menurut Vos ”pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan 
yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk 
penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.” 
Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan 
dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang 
dibahas oleh para sarjana.15 
 
3.  Unsur-unsur Tindak Pidana 
Di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, 
yaitu : 
a. Unsur objektif 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: 
1) Sifat melanggar hukum. 
2) Kualitas dari si pelaku. 
3) Kausalitas 
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat.16 
b. Unsur subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya 
                                                             
15 Ibid, hlm 103 
16 Teguh Prasetyo, op.cit. hlm.50 
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segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri 
dari: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukn dalam Pasal 53 
ayat (1) KUHP. 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 
KUHP, yaitu pemunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.17 
 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).18 
Menurut batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak 
pidana adalah: 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan perundang-undangan.19 
                                                             
17 Teguh Prasetyo, ibid. hlm.51 
18 Adami Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Tgl 
1-Nov-203, pukul 15.20 
19 Adami Chazawi, Ibid.,hlm 80 
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Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme)  dapat 
dirinci unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan.20 
Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak 
pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu: 
a. Subjek; 
b. Kesalahan; 
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang 
dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).21 
4.Jenis-jenis Tindak Pidana 
 Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis 
tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai 
dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu 
menurut dasar apa yang diinginkan demikian pula halnya dengan tindak 
pidana. 22 
                                                             
20 Adami Chazawi, Ibid.,hlm 81 
21 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.18. Tgl 1-Nov-
2013, pukul 15.25 




 KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke 
dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-
masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-
babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh 
KUHP terhadap tindak pidana tersebut. 
1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam 
buku II dan Pelanggaran dimuat dalam buku III. Dicoba 
membedakan bahwa kejahatan merupakan rechtdelict atau delik 
hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-
undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa 
melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, 
melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik 
undang-undang melanggra apa yang ditentukan oleh undang-
undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang 
mengendarai kendaraan bermotor dijalan umum, atau mengenakan 
helm ketika mengendarai sepeda motor. Di  sini tidak tersangkut 
sama sekali masalah keadilan.23 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara Delik Formal 
(Formil) dan Delik Material (Materiil). Delik formal adalah delik yang 
dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan 
perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. 
Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan 
                                                             
23 Ibid, hal 59 
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akibatnyahanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). 
Contoh delik Formal adala Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 
(penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). 
  Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat 
yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah 
terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi 
masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang 
terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan 
mencekik,  menususk, menembak, dan sebagainya.24 
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (Delik Dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja ( 
Delik Culpa). Dolus dan Culpa merupakan bentuk kesalahan 
(schuld) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang. 
a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, 
rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang 
tegas...dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata 
lain yang senada, seperti..diketahuinya, dan sebagainya. 
Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih 
banyak lagi. 
b. Delik culpa di dalam rumusannya, memuat unsur kealpaan 
dengan kata...karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 
                                                             
24 Ibid, hlm 59 
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2360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kdanag 
dipakai istilah...karena kesalahannya. 
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (Delik 
Commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak 
pidana omisi (Delik Omissionis). Pelanggarn hukum dapat 
berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat 
sesuatu yang diharuskan (to commit = melakukan; to omit = 
meniadakan). 
a. Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami 
misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, 
mengancam, dan sebagainya. 
b. Delik Ommissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak 
datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 
(tidak melapor ada pemufakatan jahat).25 
5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) 
Delik aduan adalah tindak pidana yang penentuannya hanya 




6. Jenis Delik yang Lain 
Terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita 
meninjau delik tersebut, antara lain: 
                                                             
25 Ibid, hlm 60 
26 Ibid, hlm 61 
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a. Delik berturut-turut; yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-
turut 
b. Delik yang berlangsung terus 
c. Delik berkualifikasi, yaitu tindak pidana dengan pemberatan. 
d. Delik dengan privilege, yaitu delik dengan peringanan. 
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara 
sebagai keseluruhan 
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang 
yang mempunyai kualitas tertentu.27 
 
B. Tindak Pidana Penipuan 
1. Pengertian Penipuan 
Penipuan berasal dari kata dasar tipu. Dalam Kamus Lengkap 
Bahasa Indonesia, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur 
atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, 
mengakali/mencari untung.28 
 Sedangkan pengertian penipuan menurut Kamus Hukum adalah 
perbuatan atau perkataan tidak jujur yang bertujuan untuk menyesatkan, 
mengakali atau untuk mencari untung.
29
  
R. Sugandhi (1980 : 396-397) mengemukakan pengertian penipuan 
bahwa : 
                                                             
27 Ibid, hlm 62 
28 Tim Ganeca Sains. 2008. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Penabur Ilmu, Bandung. Tgl 1-Nov-
2013, pukul 17.25 




Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, 
rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan 
maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian 
kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun 
demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan 
benar. 
 
 Tindak pidana penipuan atau bedrog ataupun yang dimaksud di 
dalam doktrin juga disebut oplichting dalam bentuk pokok oleh pembentuk 
undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP : 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah 
nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat 
atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan 
seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau 
mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, 
karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya empat tahun.”30 
 
Walaupun pembentuk Undang-undang tidak mensyaratkan 
kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang 
terlarang di dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat 
tentang keharusannya adanya suatu maksud selanjutnya dari pelaku 
untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang 
dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam 
bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu 
kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. 
 
2. Unsur-unsur Penipuan 
                                                             
30 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik-delik Khusus (Kejahatan Terhadap Harta 
Kekayaan), Sinar Grafika, Jakarta. Tgl 23-Okt-2013, pukul 18.55 
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Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur 
dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Unsur subjektif : 
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum; 
b. Unsur objektif : 
1. Barangsiapa; 
2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut: 
a.) Menyerahkan suatu benda; 
b.) Mengadakan suatu perikatan utang; 
c.) Meniadakan suatu piutang; 
3. Dengan memakai: 
a.) Sebuah nama palsu; 
b.) Suatu sifat palsu; 
c.) Tipu muslihat; 
d.) Rangkaian kata-kata bohong. 
Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak 
pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, seorang 
hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni apakah benar 
bahwa terdakwa: 
a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak 
pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa, dan31 
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b. Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan seperti yang 
didakwakan oleh jaksa. 
Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam 
Pasal 378 KUHP ialah barangsiapa. Kata “barangsiapa “ini menunjukkan 
orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur dari tindak pidana 
penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka ia dapat disebut 
sebagai pelaku.  
 Untuk mencegah kesalahpahaman, kiranya perlu dijelaskan di sini 
bahwa tidak semua orang yang ternyata telah memenuhi semua unsur 
dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP harus 
disebut sebagai pelaku dari tindak pidana penipuan yang bersangkutan, 
karena para orang yang turut melakukan itu juga harus memenuhi semua 
unsur tindak pidana penipuan, agar mereka dapat disebut sebagai orang-
orang yang turut melakukan suatu tindak pidana penipuan. 
 Unsur objektif kedua dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam 
Pasal 378 KUHP ialah menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut: 
a. Mau menyerahkan sesuatu benda, atau 
b. Mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang. 
Pembentukan Undang-undang telah memilih kata-kata menggerakkan 
(orang lain) untuk menyerahkan (sesuatu benda)32 untuk dimasukkan di 
dalam rumusan tindak pidana penipuan itu dengan maksud untuk 
                                                             
32 Ibid, hlm 161 
26 
 
menghilangkan segala pengertian yang ada hubungannya dengan 
lembaga penyerahan menurut Burgerlijk Wetboek. 
Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda di dalam rumusan 
Pasal 378 KUHP ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan 
cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari 
orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa 
pun.33 
Unsur objektif ketiga dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam 
Pasal 378 KUHP merupakan sarana-sarana penipuan atau salah satu 
diantaranya harus dipakai oleh pelaku, agar perbuatannya dapat disebut 
sebagai suatu penipuan. Sarana-sarana penipuan tersebut masing-
masing ialah: 
1. Dengan memakai sebuah nama palsu; 
Dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang 
sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya 
jika si penipi menggunakan nama orang lain yang sama dengan 
namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan tipu 
muslihat atau susunan belik dusta. 
2. Dengan memakai suatu sifat palsu; 
3. Dengan memakai tipu muslihat; 
Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan 
yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu 
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menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari 
sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan 
melainkan perbuatan atau tindakan. 
4. Dengan memakai kata-kata bohong.34 
Beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat 
gerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 
1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992:245), bahwa: 
 “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai 
kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian 
rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan 
yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan 
suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu 
kebenaran.”  
 
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
1. Pengertian Pemalsuan Surat 
Kata pemalsuan berasal dari kata palsu. Dalam Kamus Lengkap 
Bahasa Indonesia, palsu adalah tidak sah, tiruan, atau gadungan. 
Sedangkan pengertian surat dalam Kamus Lengkap Bahasa 
Indonesia adalah: 
 “kertas yang tertulis berbagai-bagai isi maksudnya, sebagai tanda 
atau keterangan.”35 
 
Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana 
pemalsuan yang dimaksud dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu 
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2013, pukul 20.05 
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juga hanya tulisan-tulisan36. Dalam Kamus Hukum Indonesia,pengertian 
pemalsuan surat adalah: 
“Memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, 
perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan 
sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai 
surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. 
(H.Pidana)37 
 
Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 
263 KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan 
Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana 
(menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). 
Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat 
yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan 
utang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, 
merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat 
yang diatur dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP.38 
Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang 
dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 KUHP: 
(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu 
surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau 
suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk 
membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk 
menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan 
atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, 
maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu 
                                                             
36 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang,2013, Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan 
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37 Dzulkifli Umar dan Jimmy P. 2012. Kamus Hukum.Grahamedia Press, Surabaya. Tgl 3-Nov-2013, 
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kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun. 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli 
dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat 
menimbulkan sesuatu kerugian.39 
 
Sedangkan Pasal 264 KUHPidana berbunyi sebagai berikut: 
1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 
1.   Akta-akta otentik;  
2.   Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau 
bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum; 
3.   Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari 
sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 
4.   Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang 
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan 
sebagai pengganti surat-surat itu; 
5.   Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk 
diedarkan.  
2)    Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak 
sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, 
jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.40 
Sedangkan Pasal 266, berbunyi sebagai berikut: 
1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya 
sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat 
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun;  
2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak 
sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, 
jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.41 
 
2.Unsur-unsur Pemalsuan Surat 
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Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing 
dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Tindak pidana pemalsuan surat yang 
dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) 
KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai 
surat yang asli dan tidak dipalsukan42 atau untuk membuat orang 
lain menggunakan surat tersebut; 
b. Unsur-unsur objektif:  
1. Barangsiapa; 
2. Membuat secara palsu atau memalsukan; 
3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu 
perikatan atau suatu pembebesana utang atau; 
4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu 
kenyataan; 
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. 
Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur-unsur obyektif : 
a. Perbuatan : Memakai; 
b. Objeknya :  
a) surat palsu 
b) surat yang dipalsukan; 
Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. 
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Unsur subyektif : dengan sengaja. 
Surat (geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya 
terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang 
mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa 
tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, perinter komputer, dengan 
mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu 
(membuat palsu/valschelijk opmaaken sebuah surat) adalah membuat 
sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak 
benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. 
Dalam perbuatan memalsukan surat, sebelum perbuatan ini 
dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada 
surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si 
pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsukan yang akibatnya surat 
yang semula benar menjadikan surat yang semula benar dan 
bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat terbatas pada 4 
macam surat, yakni: 
1) Surat yang menimbulkan suatu hak; 
2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan; 
3) Surat yang menimbulkan pembebasan hutang; 
4) Surat yang diperuntuhkan bukti mengenai sesuatu hal.43 
 
3.Pemalsuan yang Diperberat 
                                                             




Tindak pidana pemalsuan akta otentik dan lain-lainnya dan 
kesengajaan menggunakan akta otentik dan lain-lain yang palsu atau 
dipalsukan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 264 
KUHP yang berbunyi: 
(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 
a. akta-akta otentik; 
b. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau 
bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 
c. surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang 
dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 
d. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat 
yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang 
dikeluarkan sebagai pengganti surat – surat itu; 
e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk 
diedarkan; 
   (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan 
sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang 
isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak 
dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan 
kerugian”.44 
 
Rumusan ayat (1) Pasal 264 pada dasarnya sama dengan rumusan 
ayat (1) Pasal 263. Perkataan surat pada permulaan rumusan mempunyai 
arti yang sama dengan membuat srat palsu atau memalsukan surat dan 
seterusnya. Perbedaannya hanyalah terletak pada jenis surat yang 
menjadi objek kejahatan. Faktor jenis surat-surat tertentu itulah yang 
menyebabkan dibentuknya kejahatan yang berdiri sendiri dan merupakan 
pemalsuan surat yang lebih berat (diperberat) dari pada bentuk pokoknya 
(Pasal 263) 
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Adapun unsur objektif Pasal 264 KUHP  : 
a. Perbuatan : memakai akta palsu 
b. Objeknya : surat – surat tersebut pada ayat 1; 
c. pemakaian itu seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu 
Unsur subjektif  : Dengan sengaja menggunakan akta otentik telah 
memenuhi unsur – unsur pemalsuan surat yang diperberat, karena akta-
akta otentik sebagaimana diatur oleh Pasal 264 KUHP termasuk di dalam 
akta-akta otentik yang dikeluarkan oleh negara. 
Perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan yang terdapat dalam 
Pasal 264 KUHP „seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu’  yang 
mengandung makna : 
1. Adanya orang – orang yang terpedaya dengan digunakannya 
akta otentik  yang demikian. 
2. akta  itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya 
orang45 
D. Akta Otentik 
Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang 
merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi 
menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta sendiri adalah surat 
                                                             




sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang 
menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan 
sengaja untuk pembuktian. Akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: 
“suatu akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan 
pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta 
dibuatnya.”46 
Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian akta yakni: 
“akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat 
peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau 
perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk 
pembuktian. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian akta: 
“akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, 
pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum 
yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dibuat, 
dan disahkan oleh pejabat resmi.”47 
Menurut beberapa ahli hukum, di antaranya Wiryono Prodjodikoro, 
pengertian akta otentik yaitu: 
“Surat yang dibuat dengan maksud dijadikan bukti oleh atau dimuka 
seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu”48 
 
Selanjutnya akta otentik menurut Soepomo, adalah :49 
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“surat yang dibuat dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai 
wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud menjadikan 
surat tersebut sebagai bukti” 
Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta 
di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yag dibuat oleh pejabat yang 
diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan 
yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang 
berkepentingan. Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat 
untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. 
Dalam versi lainnya dapat dikatakan bahwa Akta otentik adalah akta yang 
dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya. 
 Surat-surat yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai 
kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang 
dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk 
yang ditentukan oleh Undang-undang.  
Syarat agar suatu akta menjadi akta otentik adalah : 
1) Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-
undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang dalam hal 
ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus memenuhi 
ketentuan undang-undang, khusunya Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). 
2) Akta otentik tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum. 
Kata ”dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas 
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permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat ”oleh” pejabat 
umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan 
sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain) 
3) Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud 
itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang dalam hal ini khususnya 
menyangkut : (1) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; (2) hari dan 
tanggal pembuatan akta; dan (3) tempat akta dibuat. 
4) Akta tersebut harus ditandatangani 
5) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau  
perikatan 
6) Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti. 
Kekuatan pembuktian akta ini dibedakan menjadi tiga macam : 
1) Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan 
pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya;  
2) Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa 
bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yag 
dimuat dalam akta); 
3) Kekuatan pembuktian materiiil (memberikan kepastian tentang materi 
suatu akta). 
b. Perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan 
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Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan 
adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. 
Akta otentik :  
1) Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 
ditentukan undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum 
yang berwenang di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 
KUHPerdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (“HIR”), 
dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”). 
2) Bentuknya sesuai UU 
Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dll, sudah 
ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada 
juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak 
yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak 
sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. 
3) Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang 
4) Kekuatan pembuktian yang sempurna 
5) Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus 
membuktikan mengenai ketidak benarannya. 
Akta di bawah tangan : 
1) akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa 
bantuan dari seorang pejabat. 
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2) cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau 
dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang 
berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg). 
3) Bentuknya yang bebas. 
4) Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum 
5) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal 
oleh pembuatnya. 
6) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus 
dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. 
E. Concursus (Gabungan Perbuatan) 
Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, 
concursus ini diatur didalam KUHP Bab. VI, adalah sebagai berikut : 
1. Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP) 
2. Concursus Berlanjut (Pasal 64 KUHP) 
3. Concursus Realis (Pasal 65 – 71 KUHP) 
KUHP mengatur perbarengan  tindak pidana dalam Bab. VI Pasal 63 – 
71. Dalam rumusan pasal maupun Bab. IX, KUHP tidak memberikan 
definisi perbarengan tindak pidana (Concursus). Namun, dari rumusan 
pasal-pasalnya dapat diperoleh pengertian dan sistem pemberian pidana 
bagi concursus sebagai berikut. 
1. Concursus Idealis 
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Pengertian dari concursus idealis adalah suatu perbuatan yang 
masuk kedalam banyak (Lebih dari satu) aturan pidana. 
Sistem pemberian pidana dalam concursus idealis adalah Absorbsi, 
yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Selanjutnya didalam 
pasal 63 ayat (2) terkandung adagium (Lex specialis derogate legi 
generali) atau aturan undang-undang yang khusus meniadakan UU yang 
umum. Jadi ketika ada perbedaan antara aturan yang umum dan yang 
khusus maka diambil yang khusus. 
2.Concursus Berlanjut 
Pengertian dari concursus berlanjut adalah suatu perbuatan yang 
dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana 
perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. 
Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria “perbuatan-
perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah : 
 Harus ada satu keputusan kehendak 
 Masing- masing perbuatan harus sejenis 
 Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama 
Batasan waktu yang terciri dalam concursus berlanjut adalah 
dibatasi pada putusan hakim (in kracht). 
40 
 
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan 
sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan ancaman terberat. Dan apabila 
berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan pidana pokok yang terberat. 
C.Concursus Realis 
Pengertian concursus realis adalah seseorang melakukan 
beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. 
Sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu 
berhubungan). 
Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam : 
 Absorbsi dipertajam 
Pengertian, apabila diancam dengan pidana pokok sejenis maka 
hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah 
maksimum pidana tidak boleh lebih dari jumlah maksimum terberat 
ditambah sepertiga. 
 Kumulatif diperlunak 
Apabila diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka 
setiap pidana pokok akan dikenakan dengan ketentuan jumlahnya 
tidak boleh melebihi jumlah pidana pokok terberat ditambah sepertiga. 
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 Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan 
sistem hukum kumulitf (jumlah), Jumlah semua pidana yang 
diancamkan. Maksimum 1 tahun 4 bulan 
 Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan, maka 
digunakan sistem pemberian pidana kumulatif, Maksimum pidana 
























A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh penulis untuk mendapatan 
data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan 
dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan 
penelelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar.
 Adapun pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan 
bahwa Pengadilan Negeri Makassar tersebut merupakan tempat 
diputusnya perkara Nomor 696/Pid.B/2012/PN.Mks yang merupakan 
objek sasaan kasus yang diangkat oleh penulis. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Terdapat 2 sumber data dan teknik pengumpulan data yang 
digunakan penulis, yakni : 
1. Data Primer 
Data primer adalah secara langsung diambil dari objek / 
obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi yang 
berkaitan dengan penelitian melalui wawancara. 
2. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara 
langsung dari objek penelitian. Data ini diperoleh dan bersumber 
dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatut, karya 
ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, 
surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga 
bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
C. Jenis Penelitian 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, 
maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai 
berikut: 
a. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, 
karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, 
majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai 
instansi yang terkait dengan penelitian ini.  
b. Penelitian Lapangan 
Dalam mengumpulkan data penelitia lapangan penulis 




Yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan 
pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik 
data primer maupun data sekunder. 
2) Wawancara 
Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung 
dengan responden, baik melalui tatap muka atau lewat 
telephone, teleconference. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah 
terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan 
secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan 












PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan 
Penipuan (Studi Kasus Putusan No.696/Pid.B/2012/PN.Mks) 
Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana 
dalam kasus Putusan Nomor 696/Pid.B/2012/PN.Mks, penulis terlebih 
dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada Putusan Nomor 
696/Pid.B/2012/PN.Mks sebagai berikut. 
1. Posisi Kasus 
Pada hari Jum‟at tanggal 6 Mei 2011 sekitar pukul 17.45 wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di 
Jalan Bakung III No. 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota 
Makassar, pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 
14.30 wita bertempat di Jalan Bolevard Ruko Bolevard No.5 Kelurahan 
Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar dan hari Rabu tanggal 30 
November 2011 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam bulan November 2011 bertempat di Jalan Anoang No. 113 B 
Kota Makassar  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja 
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan 
tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan 
kerugian, dan terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang berdiri 
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sendiri, yaitu dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang 
lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri 
keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan 
rangkaian kebohongan, membujuk orang dalam hal ini korban H.Jabu, 
H.Jumri dan Syamsuddin Dg. Ngeppe supaya memberikan suatu barang 
atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan 
mana terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa berencana 
membuka usaha kampas barang berupa obat-obatan ke daerah dan 
membuka praktek rumah bersalin namun terdakwa TANTI LARAZANTI 
GINSEL Binti SUTOMO tidak memiliki modal yang cukup. Selanjutnya 
terdakwa bertemu dengan Ricky yang ternyata bisa membuat Sertifikat 
Hak Milik (SHM) palsu sehingga terdakwa meminta tolong kepada Ricky 
untuk membuatkan SHM atas rumah terdakwa TANTI LARAZANTI 
GINSEL Binti Sutomo yang terletak di Jalan Bakung III No. 22 Kelurahan 
Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar; Selanjutnya berbekal 
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 
atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bakung III No. 22 
Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tersebut, 
terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO pada hari Jumat 
tanggal 6 Mei 2011 sekitar pukul 17.45 wita bertempat di rumah terdakwa 
TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO, korban H.Jabu meminjamkan 
uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada TANTI 
LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO dengan jaminan Sertifikat Hak Milik  
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(SHM) tersebut dengan kesepakatan uang pinjaman akan dikembalikan 
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dipinjam dan 15 % dari 
keuntungan usaha akan dibagi kepada korban H.Jabu. Kemudian pada 
hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 14.30 wita bertempat 
di Jalan Bolevard Ruko Bolevard No. 5 Kel. Masale Kec. Panakukang 
Kota Makassar terdakwa TANTI LARAZANTI Binti SUTOMO kembali 
meminjam uang kepada H. Jumri sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga 
puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 
24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang 
terletak di Jalan Bakung III No. 22 Kel. Sudiang Kec.Biringkanaya Kota 
Makassar. Selain itu pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 sekitar 
pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Anoang Nomor 113 B Kota Makassar 
terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO meminja uang lagi 
kepada korban Syamsuddin Dg. Ngeppe sebesar Rp 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 
24980 Daftar Isia 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang 
terletak di Jalan Bakung III No.22 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota 
Makassar. Setelah kesepakatan dengan H.Jabu, H. Jumri, dan 
Syamsuddin Dg. Ngeppe jatuh tempo masing-masing korban menemui 
terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO dan meminta agar 
pinjaman tersebut dilunasi namun terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL 
Binti SUTOMO sulit ditemui bahkan nomor Handphone yang selama ini 
digunakan terdakwa untuk menghubungi korban sudah tidak aktif lagi. 
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Akhirnya para korban bertemu di rumah terdakwa TANTI LARAZANTI 
GINSEL Binti SUTOMO di Jalan Bakung III No.22 Kota Makassar dan 
mereka memperlihatkan jaminan terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL 
Binti SUTOMO berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar 
Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan 
Bakung III No.22 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang 
mana masing-masing korban memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) asli 
sehingga mereka baru menyadari kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) yang 
dijaminkan terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL binti SUTOMO kepada 
mereka adalah sertifikat yang palsu, disamping itu usaha praktek rumah 
bersalin yang akan terdakwa kelola ternyata tidak ada dan tida pernah 
dibuka oleh terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO. 
Selanjutnya atas perbuatan terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti 
SUTOMO tersebut korban H. Jabu melaporkan ke Polsek Biringkanaya 
untuk diproses lebih lanjut. Atas perbuatan terdakwa TANTI LARAZANTI 
GINSEL Binti SUTOMO tersebut korban mengalami kerugian masing-
masing H.Jabu sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), H. Jumri 
sekitar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Syamsuddin 
Dg. Ngeppe sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
Pertama 
  Bahwa Ia terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti Sutomo pada 
hari Jum‟at tanggal 6 Mei 2011 sekitar pukul 17.45 wita atau setidak-
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tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Jalan 
Bakung III No. 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota 
Makassar, pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 
14.30 wita bertempat di Jalan Bolevard Ruko Bolevard No.5 
Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar dan hari 
Rabu tanggal 30 November 2011 sekitar pukul 10.00 wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011 
bertempat di Jalan Anoang No. 113 B Kota Makassar  atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai surat 
palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan 
kerugian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara : 
 Bahwa awalnya terdakwa berencana membuka usaha kampas 
barang berupa obat-obatan ke daerah dan membuka praktek 
rumah bersalin namun terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti 
SUTOMO tidak memiliki modal yang cukup; 
 Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Ricky yang ternyata 
bisa membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu sehingga terdakwa 
meminta tolong kepada Ricky untuk membuatkan SHM atas rumah 
terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti Sutomo yang terletak di 
Jalan Bakung III No. 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar; 
 Selanjutnya berbekal Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 
Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang 
terletak di Jalan Bakung III No. 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar tersebut, terdakwa TANTI 
LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO pada hari Jumat tanggal 6 Mei 
2011 sekitar pukul 17.45 wita bertempat di rumah terdakwa TANTI 
LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO, korban H.Jabu meminjamkan 
uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada 
TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO dengan jaminan 
Sertifikat Hak Milik  (SHM) tersebut dengan kesepakatan uang 
pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
sejak dipinjam dan 15 % dari keuntungan usaha akan dibagi 
kepada korban H.Jabu; 
 Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar 
pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Bolevard Ruko Bolevard No. 5 
Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar terdakwa TANTI 
LARAZANTI Binti SUTOMO kembali meminjam uang kepada H. 
Jumri sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) 
dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar 
Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di 




 Bahwa selain itu pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 sekitar 
pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Anoang Nomor 113 B Kota 
Makassar terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO 
meminjam uang lagi kepada korban Syamsuddin Dg. Ngeppe 
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isia 206 dan BA 
486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bakung III 
No.22 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar; 
 Bahwa setelah kesepakatan dengan H.Jabu, H. Jumri, dan 
Syamsuddin Dg. Ngeppe jatuh tempo masing-masing korban 
menemui terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO 
dan meminta agar pinjaman tersebut dilunasi namun terdakwa 
TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO sulit ditemui bahkan 
nomor Handphone yang selama ini digunakan terdakwa untuk 
menghubungi korban sudah tidak aktif lagi; 
 Bahwa akhirnya para korban bertemu di rumah terdakwa TANTI 
LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO di Jalan Bakung III No.22 
Kota Makassar dan mereka memperlihatkan jaminan terdakwa 
TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO berupa Sertifikat Hak 
Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas 
tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bakung III No.22 Kel. 
Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang mana masing-
masing korban memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) asli sehingga 
mereka baru menyadari kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) yang 
dijaminkan terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL binti SUTOMO 
kepada mereka adalah sertifikat yang palsu, disamping itu usaha 
praktek rumah bersalin yang akan terdakwa kelola ternyata tidak 
ada dan tidak pernah dibuka oleh terdakwa TANTI LARAZANTI 
GINSEL Binti SUTOMO; 
 Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa TANTI LARAZANTI 
GINSEL Binti SUTOMO tersebut korban H. Jabu melaporkan ke 
Polsek Biringkanaya untuk diproses lebih lanjut; 
 Bahwa atas perbuatan terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti 
SUTOMO tersebut korban mengalami kerugian masing-masing 
H.Jabu sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), H. Jumri 
sekitar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan 
Syamsuddin Dg. Ngeppe sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah); 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 
263 ayat (1) KUHP 
Kedua 
 Bahwa Ia terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO 
pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2011 sekitar pukul 17.45 wita atau 
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setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat 
di Jalan Bakung III No. 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar, pada hari Selasa tanggal 22 
November 2011 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan 
Bolevard Ruko Bolevard No.5 Kelurahan Masale Kecamatan 
Panakukan Kota Makassar dan hari Rabu tanggal 30 November 
2011 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam bulan November 2011 brtempat di Jalan Anoang 
No.113 B Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
dimana terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang berdiri 
sendiri, yaitu dengan maksud hendak menguntungkan dirinya 
atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan 
memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik 
dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian 
kebohongan, membujuk orang dalam hal ini korban H.Jabu, 
H.Jumri dan Syamsuddin Dg. Ngeppe supaya memberikan 
suatu barang atau supaya membuat utang atau 
menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh 
terdakwa dengan tindakan sebagai berikut : 
 Bahwa awalnya terdakwa berencana membuka usaha kampas 
barang berupa obat-obatan ke daerah dan membuka praktek 
rumah bersalin namun terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti 
SUTOMO tidak memiliki modal yang cukup; 
 Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Ricky yang ternyata 
bisa membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu sehingga terdakwa 
meminta tolong kepada Ricky untuk membuatkan SHM atas 
rumah terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti Sutomo yang 
terletak di Jalan Bakung III No. 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar; 
 Selanjutnya berbekal Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 
Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang 
terletak di Jalan Bakung III No. 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar tersebut, terdakwa TANTI 
LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO pada hari Jumat tanggal 6 
Mei 2011 sekitar pukul 17.45 wita bertempat di rumah terdakwa 
TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO, korban H.Jabu 
meminjamkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) kepada TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO 
dengan jaminan Sertifikat Hak Milik  (SHM) tersebut dengan 
kesepakatan uang pinjaman akan dikembalikan dalam jangka 
waktu 1 (satu) bulan sejak dipinjam dan 15 % dari keuntungan 
usaha akan dibagi kepada korban H.Jabu; 
 Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar 
pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Bolevard Ruko Bolevard No. 5 
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Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar terdakwa TANTI 
LARAZANTI Binti SUTOMO kembali meminjam uang kepada H. 
Jumri sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) 
dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar 
Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak 
di Jalan Bakung III No. 22 Kel. Sudiang Kec.Biringkanaya Kota 
Makassar; 
 Bahwa selain itu pada hari Rabu tnggal 30 November 2011 sekitar 
pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Anoang Nomor 113 B Kota 
Makassar terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO 
meminja uang lagi kepada korban Syamsuddin Dg. Ngeppe 
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isia 206 dan BA 
486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bakung iii 
No.22 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar; 
 Bahwa setelah kesepakatan dengan H.Jabu, H. Jumri, dan 
Syamsuddin Dg. Ngeppe jatuh tempo masing-masing korban 
menemui terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO 
dan meminta agar pinjaman tersebut dilunasi namun terdakwa 
TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO sulit ditemui bahkan 
nomor Handphone yang selama ini digunakan terdakwa untuk 
menghubungi korban sudah tidak aktif lagi; 
 Bahwa akhirnya para korban bertemu di rumah terdakwa TANTI 
LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO di Jalan Bakung III No.22 
Kota Makassar dan mereka memperlihatkan jaminan terdakwa 
TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO berupa Sertifikat Hak 
Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas 
tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bakung III No.22 Kel. 
Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang mana masing-
masing korban memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) asli 
sehingga mereka baru menyadari kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) 
yang dijaminkan terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL binti 
SUTOMO kepada mereka adalah sertifikat yang palsu, disamping 
itu usaha praktek rumah bersalin yang akan terdakwa kelola 
ternyata tidak ada dan tida pernah dibuka oleh terdakwa TANTI 
LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO; 
 Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwaTANTI LARAZANTI 
GINSEL Binti SUTOMO tersebut korban H. Jabu melaporkan ke 
Polsek Biringkanaya untuk diproses lebih lanjut; 
 Bahwa atas perbuatan terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti 
SUTOMO tersebut korban mengalami kerugian masing-masing 
H.Jabu sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), H. Jumri 
sekitar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan 




Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
pada Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan 
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka 
dalam Pengadilan Negeri telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum yang pada pokoknya menuntut dengan Majelis Hakim yang 
mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 
M E N U N T U T 
 Supaya Majelis Hakim Pengadilan Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL Binti SUTOMO 
bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu” 
dan tindak pidana “Penipuan” dalam dakwaan kesatu, yaitu 
melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua, yaitu 
melanggar pasal 378 ayat (1) KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANTI LARAZANTI 
GINSEL Binti SUTOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun dan 6 (enam) bulan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Tanti Larazanti; 
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Richard F Ginsel; 
- 1 (satu) lembar surat pernyataan; 
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang; 
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik No. 24980; 
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan CPNSD Kab. Maros; 
Terlampir dalam berkas perkara. 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 
2.000,- (dua ribu rupiah); 






Dalam perkara No. 696/Pid.B/2012/PN.Mks, Hakim memutuskan : 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan Terdakwa TANTI LARAZANTI GINSEL terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pemalsuan Surat dan Penipuan” ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Tanti Larazanti; 
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Richard F Ginsel; 
- 1 (satu) lembar surat pernyataan; 
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang; 
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik No. 24980; 
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan CPNSD Kab. Maros; 
Terlampir dalam berkas perkara. 
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tinjauan Yuridis terhadap Tindak 
Pidana Pemalsuan Surat dan Penipuan (Studi Kasus Putusan 
No.696/Pid.B/2012/Pn.Mks) 
1. Pertimbangan Hakim 
Dari fakta hukum yang telah terungkap dalam pemeriksaan di 
persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 
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perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal 
sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. 
Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap terdakwa yakni: 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-
saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
Keterangan saksi-saksi : 
1. Saniwati,  di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tanti Larazanti sewaktu 
terdakwa meminjam uang pada suami saksi dan tidak ada 
hubungan keluarga, 
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan suami 
saksi dan saat itu terdakwa berencana meminjam uang untuk 
modal usaha membuka praktek Rumah Bersalin, 
- Bahwa sekitar bulan Mei 2011, tepatnya hari Jumat tanggal 6 
Mei 2011 sekitar pukul 17.45 wita, saksi bersama dengan suami 
saksi, yaitu Hj. Jabu mendatangi rumah terdakwa di JALAN 
Bakun III No.22 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makasar, 
- Bahwa saat itu terdakwa memperlihatkan SHM (Sertifikat Hak 
Milik) No. 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah 
dan bangunan yang terletak di Jalan Bakung III No. 22 
Kelurahan Sudiang Kecamatana Biringkanaya Kota Makassar 
lalu suami saksi menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- 
(dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan atas pinjaman 
tersebut dibuatkan tanda terima (kuitansi penerimaan uang), 
- Bahwa atas pinjaman tersebut terdakwa berjanji hasil usaha 
akan dibagi dua dengan suami saksi, dan uang akan 
dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan, 
- Bahwa yang menjadi jaminan terdakwa saat meminjam uang 
kepada suami saksi diantaranya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 
24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan 
bangunan yang terletak di Jalan Bakung III No 22 Kelurahan 
Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, dan SK 
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) an. Tanti 
Larazanti Ginzel. 
- Bahwa setelah satu bulan saksi dan suami saksi mendatangi 
terdakwa untuk menagih pinjamannya namun terdakwa selalu 
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berjanji namun tidak pernah menepatinya bahkan setiap 
dihubungi Handphonenya sudah tidak aktif lagi sampai 
kemudian saksi bertemu dengan orang lain yang juga datang 
menagih ke rumah terdakwa dan atas penyampaian mereka 
jaminan yang diserahkan terdakwa saat meminjam uang adalah 
SHM Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah 
dan bangunan yang terletak di Jl. Bakung III Nomor 22 
Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 
- Bahwa atas informasi tersebut suami saksi lalu ke notaris 
mempertanyakan keabsahan SHM Nomor 24980 Daftar Isian 
206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di 
Jl. Bakung III Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar yang dijadikan jaminan oleh 
terdakwa dan ata penyampaian notarislah saksi dan suami 
saksi mengetahui kalau SHM Nomor 24980 Daftar Isian 206 
dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl 
Bakung III Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar yang dijadikan jaminan oleh 
terdakwa ternyata palsu, 
- Bahwa selain saksi dan suami saksi korban terdakwa lainnya 
diantaranya H.Jumri dengan pinjaman Rp 130.000,000,- 
(seratus tiga puluh juta rupiah) dan Syamsuddin dengan 
pinjaman Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami 
kerugian materiil sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah. 
Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya. 
2. Hj. Jumri, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan 
terdakwa, 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh 
Kel. Yang bernama Mami, 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah 
meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 130.000.000,- 
(seratus tiga puluh juta rupiah), 
- Bahwa terdakwa meminjam uang saksi pada hari Selasa 
tanggal 22 November 2011 sekitar pukul14.30 wita di Jl. 
Bolevard Ruko Bolevar No.5 Kel. Masale Kec. Panakukang 
Kota Makassar tepatnya di Kantor Notaris Mardiana Kadir, SH 
yang mana saat meminjam uang tersebut terdakwa 
menjaminkan SHM Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 
486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bakung III 
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Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkananya Kota 
Makassar dengan bentuk kesepakatan uang tersebut akan 
dikembalikan pada tanggal 22 Februari 2012. 
- Bahwa sebelum jatuh tempo tepatnya saat Notaris Mardiana 
Kadir, SH menyampaikan kepada saksi setelah dicek ke Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), shm Nomor 24980 Daftar Isian 206 
dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. 
Bakung III Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar yang terdakwa jadikan jaminan 
ternyata palsu, 
- Bahwa atas penyampaian tersebut saksi lalu menghubungi 
terdakwa namun handphonenya sudah tidak aktif lagi sehigga 
saksi mencarinya ke rumah terdakwa di Jl. Bakung III Nomor 22 
Sudiang namun tidak pernah ketemu yang saksi temui disana 
hanyalah orang-orang yang juga lagi mencari terdakwa karena 
belum membayar hutang, 
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban terdakwa diantaranya 
Hj. Jabu dengan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus 
juta rupiah) serta Syamsuddin Dg. Ngepe dengan pinjaman 
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya. 
3. Syamsuddin Dg. Ngeppe, dibawah sumpah di depan persidangan 
pada pokokya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan 
terdakwa, 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh 
temannya yang bernama Ida, 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah 
meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah), 
- Bahwa terdakwa meminjam uang saksi pada hari Rabu tanggal 
30 November 2011 sekitar pukul 10.00 wita di Jl. Anoang No. 
113 B Kota Makassar tepatnya di Kantor Notaris Irma Akil, SH 
yang mana saat meminjam uang tersebut terdakwa 
meminjamkan SHM Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 
486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bakung III 
Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota 
Makassar dengan bentuk kesepakatan uang tersebut akan 
dikembalikan pada tanggal 28 Februari 2012, 
- Bahwa sebelum jatuh tempo saksi mengecek ke Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), SHM Nomor 24980 Daftar Isian 
206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di 
Jl. Bakung III Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
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Biringkanaya Kota Makassar yang terdakwa jadikan jaminan 
ternyata palsu, 
- Bahwa atas penyampaian tersebut saksi lalu menghubungki 
terdakwa namun handphonenya sudah tidak aktif lagi sehingga 
saksi mencarinya ke rumah terdakwa di Jl. Bakung III Nomor 22 
Sudiang namun tidak pernah ketemu yang saksi temui disana 
hanyalah orang-orang yang juga lagi mencari terdakwa karena 
belum membayar hutang, 
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban terdakwa diantaranya 
Hj. Jabu dengan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus 
juta rupiah) serta Hj. Jumri dengan pinjaman sebesar Rp 
130.000.000,- (seratur tiga puluh juta rupiah) 
Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya. 
Keterangan Terdakwa 
- Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan 
dengan adanya ia telah meminjam uang dengan menggunakan 
Sertifikat Hak Milik yang palsu, 
- Bahwa awalnya terdakwa berencana membuka usaha kampas 
barang berupa obat-obatan ke daerah dan membuka praktek 
rumah bersalin namun terdakwa tidak memiliki modal yang 
cukup; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Ricky yang 
ternyata bisa membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu 
sehingga terdakwa meminta tolong kepada Ricky untuk 
membuatkan SHM atas rumah terdakwa yang terletak di Jalan 
Bakung III No. 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya 
Kota Makassar; 
- Selanjutnya berbekal Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 
Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang 
terletak di Jalan Bakung III No. 22 Kelurahan Sudiang 
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tersebut, terdakwa 
pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2011 sekitar pukul 17.45 wita 
bertempat di rumah terdakwa, korban H.Jabu meminjamkan 
uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada 
dengan jaminan Sertifikat Hak Milik  (SHM) tersebut dengan 
kesepakatan uang pinjaman akan dikembalikan dalam jangka 
waktu 1 (satu) bulan sejak dipinjam dan 15 % dari keuntungan 
usaha akan dibagi kepada korban H.Jabu; 
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar 
pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Bolevard Ruko Bolevard 
No. 5 Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar terdakwa 
kembali meminjam uang kepada H. Jumri sebesar Rp 
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 
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Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan 
BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan 
Bakung III No. 22 Kel. Sudiang Kec.Biringkanaya Kota 
Makassar; 
- Bahwa selain itu pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 
sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Anoang Nomor 113 
B Kota Makassar terdakwa meminjam uang lagi kepada korban 
Syamsuddin Dg. Ngeppe sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 
24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan 
bangunan yang terletak di Jalan Bakung III No.22 Kel. Sudiang 
Kec. Biringkanaya Kota Makassar; 
- Bahwa setelah kesepakatan dengan H.Janu, H. Jumri, dan 
Syamsuddin Dg. Ngeppe jatuh tempo masing-masing korban 
menemui terdakwa dan meminta agar pinjaman tersebut 
dilunasi namun terdakwa sulit ditemui bahkan nomor 
Handphone yang selama ini digunakan terdakwa untuk 
menghubungi korban sudah tidak aktif lagi; 
- Bahwa akhirnya para korban bertemu di rumah terdakwa di 
Jalan Bakung III No.22 Kota Makassar dan mereka 
memperlihatkan jaminan terdakwa berupa Sertifikat Hak Milik 
(SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas 
tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bakung III No.22 
Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang mana 
masing-masing korban memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) 
asli sehingga mereka baru menyadari kalau Sertifikat Hak Milik 
(SHM) yang dijaminkan terdakwa kepada mereka adalah 
sertifikat yang palsu, disamping itu usaha praktek rumah 
bersalin yang akan terdakwa kelola ternyata tidak ada dan tidak 
pernah dibuka oleh terdakwa; 
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut korban H. 
Jabu melaporkan ke Polsek Biringkanaya untuk diproses lebih 
lanjut; 
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami 
kerugian masing-masing H.Jabu sekitar Rp 200.000.000 (dua 
ratus juta rupiah), H. Jumri sekitar Rp 130.000.000,- (seratus 
tiga puluh juta rupiah) dan Syamsuddin Dg. Ngeppe sekitar Rp 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka 
sampailah kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan. Dan karena dakwaan disusun secara kumulatif maka 
selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka akan 
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dibuktikan dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa mulai dari 
dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan 
unsur-unsur sebagai berikut: 
- Barang siapa, 
- Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, 
- Jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian 
memiliki barang, 
Ad.1 Unsur “Barang siapa” 
 Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai 
subyek hukum pendukung hak kewajiban melakukan perbuatan 
yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dalam hal ini, 
terdakwa Tanti Larazanti Ginzel binti Sutomo yang dihadapkan di 
persidangan yang mana setelahnya ditanyakan identitasnya yang 
besangkutan membenarkan sehinga terdakwa dianggap orang 
yang cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
 Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas, maka unsur 
“barang siapa” terbukti secara sah. 
Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang 
dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” 
Bahwa yang dimaksud  “dengan sengaja dan melawan hukum” 
yaitu pelaku menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya 
serta menyadari kalau hal tersebut bertentangan dengan orang lain 
maupun kewajiban hukum si pelaku. 
Surat Palsu dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa 
sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar) atau dibuat oleh 
orang yang tidak berhak atau yang tidak mempunyai kewenangan 
untuk itu. 
Dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Tanti Larazanti 
binti Sutomo bertemu dengan Ricky yang ternyata bisa membuat 
Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu sehingga terdakwa meminta tolong 
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kepada Ricky untuk membuatkan SHM atas rumah terdakwa TANTI 
LARAZANTI GINSEL Binti Sutomo yang terletak di Jalan Bakung III 
No. 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota 
Makassar. Selanjutnya berbekal Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 
24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan 
yang terletak di Jalan Bakung III No. 22 Kelurahan Sudiang 
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tersebut, terdakwa pada 
hari Jumat tanggal 6 Mei 2011 sekitar pukul 17.45 wita bertempat di 
rumah terdakwa, korban H.Jabu meminjamkan uang sebesar Rp 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak 
Milik  (SHM) tersebut dengan kesepakatan uang pinjaman akan 
dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dipinjam dan 
15 % dari keuntungan usaha akan dibagi kepada korban H.Jabu, 
dan Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar 
pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Bolevard Ruko Boulevard No. 5 
Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar terdakwa kembali 
meminjam uang kepada H. Jumri sebesar Rp 130.000.000,- 
(seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik 
(SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah 
dan bangunan yang terletak di Jalan Bakung III No. 22 Kel. Sudiang 
Kec.Biringkanaya Kota Makassar. Selain itu pada hari Rabu tanggal 
30 November 2011 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan 
Anoang Nomor 113 B Kota Makassar terdakwa  meminjam uang 
lagi kepada korban Syamsuddin Dg. Ngeppe sebesar Rp 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak 
Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas 
tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bakung III No.22 Kel. 
Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas, maka 
unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” terbukti secara sah. 
Ad.3 Unsur “jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan 
kerugian memiliki barang” 
 Bahwa perbuatan terdakwa Tanti Larazanti Ginzel binti Sutomo 
yang meminjam uang kepada korban Hj. Jabu, Hj.Jumri dan 
Syamsuddin Dg. Ngeppe dengan menggunakan SHM (Sertifikat 
Hak Milik) atas rumah terdakwa yang terletak di Jl. Bakung III 
Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota 
Makassar yang ternyata palsu menimbulkan kerugian kepada 
korban masing-masing H.Jabu  sebesar Rp 200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah), kepada H.Jumri sebesar Rp 130.000.000,- 
(seratus tiga puluh juta) dan kepada korban Syamsuddin Dg. 
Ngeppe sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena 
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terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya sementara SHM 
(Sertifikat Hak Milik) yang dijadikan jaminan tidak mempunyai nilai. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas unsur “jikalau 
pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian memiliki 
barang” terbukti secara sah. 
Selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua, yaitu melanggar 
Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur 
sebagai berikut: 
- Barang siapa, 
- Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain 
dengan melawan hukum, 
- Baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang 
palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian 
kebohongan, 
- Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau 
supaya membuat utang atau menghapus piutang, 
- Melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. 
Ad.1 Unsur “Barang siapa” 
Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai 
subyek hukum pendukung hak kewajiban melakukan perbuatan 
yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dalam hal ini, 
terdakwa Tanti Larazanti Ginzel binti Sutomo yang dihadapkan 
bersangkutan membenarkan sehingga terdakwa dianggap orang 
yang cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas, maka unsur 
“barang siapa” terbukti secara sah. 
Ad.2 Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau 
orang lain dengan melawan hukum” 
Dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Tanti 
Larazanti Ginzel binti Sutomo pada hari Jumat tanggal 6 Mei 
korban H.Jabu meminjamkan uang sebesar Rp  200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah) dan kemudian pada hari Selasa tanggal 22 
November 2011 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jl. Bolevard 
Ruko Bolevard No. 5 Kel. Masale Kecamatan Panakukang Kota 
Makassar terdakwa kembali meminjam uang kepada korban H. 
Jumri sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta). Selain itu 
pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 sekitar pukul 10.00 wita 
bertempat di Jl. Anoang Nomor 113 B Kota Makassar terdakwa 
meminjam uang lagi kepada korban Syamsuddin Dg. Ngeppe 
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sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), semuanya 
dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar 
Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di 
Jl. Bakung III Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar yang diduga palsu yang dibuat oleh 
lel. Ricky atas permintaan terdakwa Tanti Larazanti Ginzel binti 
Sutomo. 
Berdasarkan keterangan dan uraiantersebut di atas, maka unsur 
“dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain 
dengan melawan hukum” terbukti secara sah. 
Ad.3 Unsur “baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan 
yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan 
rangkaian kebohongan. 
Dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Tanti Larazanti 
Ginzel binti Sutomo bertemu dengan Ricky yang ternyata bisa 
membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu sehingga terdakwa 
meminta tolong kepada Ricky untuk membuatkan SHM atas rumah 
terdakwa yang terletak di Jalan Bakung III No. 22 Kelurahan 
Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Selanjutnya 
berbekal Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 
dan III Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota 
Makassar tsebut, terdakwa meminjam uang kepada korban H. Jabu 
sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan 
Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dengan kesepakatan uang 
pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
sejak dipinjam dan 15% dari keuntungan usaha akan dibagi kepada 
korban H.Jabu, kepada korban H.Jumri sebesar Rp 130.000.000,- 
(seratus tiga puluh juta) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) 
Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan 
bangunan yang terletak di Jl. Bakung III Nomor 22 Kelurahan 
Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, serta kepada 
korban Syamsudin Dg. Ngeppe sebesar Rp 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah), dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) 
Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan 
bangunan yang terletak di Jl. Bakung III Nomor 22 Kelurahan 
Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar padahal 
terdakwa mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut 
palsu. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas unsur “baik 
dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik 
dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan” 
terbukti secara sah. 
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Ad.4 Unsur “membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau 
supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” 
Bahwa dengan berbekal Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 
Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang 
terletak di Jl.Bakung III Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar palsu yang dibuatkan oleh lel. Ricky, 
terdakwa Tanti Larazanti Ginzel membujuk korban H.Jabu, 
H.Jumri dan Syamsuddin Dg.Ngeppe untuk meminjamkan uang 
dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Palsu tersebut sebagai 
jaminannya. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas unsur 
“membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya 
membuat utang atau menghapuskan piutang” terbukti secara sah. 
Ad.5 Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri” 
Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan meminjam uang 
dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 
Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang 
terletak di Jl. Bakung III Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar, sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari 
Jumat tanggal 6 Mei sekitar pukul 17.45 witabertempat dirumah 
terdakwa, korban H.Jabu meminjamkan uang sebesar Rp  
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian pada hari 
Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 14.30 wita 
bertempat di Jl. Bolevard Ruko Bolevard No. 5 Kel. Masale 
Kecamatan Panakukang Kota Makassar terdakwa kembali 
meminjam uang kepada korban H. Jumri sebesar Rp 130.000.000,- 
(seratus tiga puluh juta). Serta pada hari Rabu tanggal 30 
November 2011 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jl. Anoang 
Nomor 113 B Kota Makassar terdakwa meminjam uang lagi kepada 
korban Syamsuddin Dg. Ngeppe sebesar Rp 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah), yang mana kesemuanya menggunakan Sertifikat 
Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 
atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bakung III Nomor 22 
Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Asli 
tapi palsu. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas unsur 
“melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri” terbukti 
secara sah. 
 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum 
berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak 
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pidana “Menggunakan Surat Palsu” dan tindak pidana “Penipuan” 
sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 
263 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 378 KUHP 
jo pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan 
pemaaf maupun pembenar atas diri terdakwa sehingga terhadap terdakwa 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Sebelum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, terlebih 
dahulu akan di kemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan 
mengajukan tuntutan pidana yaitu: 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Pebuatan terdakwa merugikan orang lain, dalam hal ini korban 
H.Jabu, H.Jumri dan Syamsuddin Dg. Ngeppe 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
- Terdakwa sopan dipersidangan 
- Mengaku terus terang, dan 
- Menyesali perbuatannya 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat 
dakwaaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah 
menyatakan barang bukti berupa: 
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- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Tanti Larazanti 
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Richard F Ginzel 
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan 
- 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan Uang 
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik No. 24980  
- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan CPNSD Kab. Maros 
Tetap terlampir dalam berkas perkara. 
Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
2.Analisis Penulis  
Penerapan hukum hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur 
dakwaan maka dakwaan pertama dan kedua yang didakwakan kepada 
terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) 
KUHP dan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Unsur “Barang siapa”, bahwa yang dimaksud barang siapa 
adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak kewajiban 
melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum 
dalam hal ini, terdakwa Tanti Larazanti Ginzel binti Sutomo yang 
dihadapkan bersangkutan membenarkan sehingga terdakwa dianggap 
orang yang cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut, maka unsur 
“barang siapa” terbukti secara sah. 
Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau 
orang lain dengan melawan hukum”. Dari fakta yang terungkap 
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dipersidangan bahwa terdakwa Tanti Larazanti Ginzel binti Sutomo pada 
hari Jumat tanggal 6 Mei korban H.Jabu meminjamkan uang sebesar Rp  
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian pada hari Selasa 
tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jl. 
Bolevard Ruko Bolevard No. 5 Kel. Masale Kecamatan Panakukang Kota 
Makassar terdakwa kembali meminjam uang kepada korban H. Jumri 
sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta). Selain itu pada hari 
Rabu tanggal 30 November 2011 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jl. 
Anoang Nomor 113 B Kota Makassar terdakwa meminjam uang lagi 
kepada korban Syamsuddin Dg. Ngeppe sebesar Rp 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah), semuanya dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) 
Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan bangunan 
yang terletak di Jl. Bakung III Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar yang diduga palsu yang dibuat oleh lel. Ricky 
atas permintaan terdakwa Tanti Larazanti Ginzel binti Sutomo. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut, maka unsur “dengan 
maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan 
hukum” terbukti secara sah. 
Unsur “baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan 
yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian 
kebohongan”. Dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Tanti 
Larazanti Ginzel binti Sutomo bertemu dengan Ricky yang ternyata bisa 
membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu sehingga terdakwa meminta 
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tolong kepada Ricky untuk membuatkan SHM atas rumah terdakwa yang 
terletak di Jalan Bakung III No. 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar. Selanjutnya berbekal Sertifikat Hak Milik 
(SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan III Nomor 22 Kelurahan 
Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tsebut, terdakwa 
meminjam uang kepada korban H. Jabu sebesar Rp 200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut 
dengan kesepakatan uang pinjaman akan dikembalikan dalam jangka 
waktu 1 (satu) bulan sejak dipinjam dan 15% dari keuntungan usaha akan 
dibagi kepada korban H.Jabu, kepada korban H.Jumri sebesar Rp 
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik 
(SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 486655 atas tanah dan 
bangunan yang terletak di Jl. Bakung III Nomor 22 Kelurahan Sudiang 
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, serta kepada korban Syamsudin 
Dg. Ngeppe sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan 
jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 dan BA 
486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bakung III Nomor 22 
Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar padahal 
terdakwa mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut palsu. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut unsur “baik dengan memakai 
nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, 
maupun dengan rangkaian kebohongan” terbukti secara sah. 
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Unsur “membujuk orang supaya memberikan suatu barang 
atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”, bahwa 
dengan berbekal Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 
dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Bakung III 
Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar 
palsu yang dibuatkan oleh lel. Ricky, terdakwa Tanti Larazanti Ginzel 
membujuk korban H.Jabu, H.Jumri dan Syamsuddin Dg.Ngeppe untuk 
meminjamkan uang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Palsu tersebut 
sebagai jaminannya. Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut unsur 
“membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya 
membuat utang atau menghapuskan piutang” terbukti secara sah. 
Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri”, 
bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan meminjam uang dengan 
menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 
dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bakung III 
Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 
sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Mei sekitar pukul 
17.45 wita bertempat dirumah terdakwa, korban H.Jabu meminjamkan 
uang sebesar Rp  200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian 
pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 14.30 wita 
bertempat di Jl. Bolevard Ruko Bolevard No. 5 Kel. Masale Kecamatan 
Panakukang Kota Makassar terdakwa kembali meminjam uang kepada 
korban H. Jumri sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta). Serta 
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pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 sekitar pukul 10.00 wita 
bertempat di Jl. Anoang Nomor 113 B Kota Makassar terdakwa meminjam 
uang lagi kepada korban Syamsuddin Dg. Ngeppe sebesar Rp 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana kesemuanya 
menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24980 Daftar Isian 206 
dan BA 486655 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bakung III 
Nomor 22 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar 
asli tapi palsu. Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut unsur 
“melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri” terbukti secara sah. 
 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu” 
dan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan 
kesatu, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua, 
yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang 
dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa  alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa sehingga terhadap terdakwa 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
 Dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan 
adalah dengan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis 
serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dasar 
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pertimbangan yang paling utama dan pertama bagi Hakim dalam 
menjatuhkan putusan bagi tindak pidana didasarkan pada  : 
1) Dakwaan Jaksa (Penuntut Umum) 
2) Pertimbangan kedua didasarkan pada fakta-fakta dalam 
persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu tentang alat-
alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan harus minimal ada 2 dari 
5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain : 
a. Keterangan saksi,  
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
3) Keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim menjadi dasar 
pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang 
terdakwa. Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi 
dalam persidangan. Jika Hakim tidak yakin atau ada keraguan 
dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka 
Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas. 
4) Jika seorang terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari 
tindak pidana dan Hakim yakin selanjutnya Hakim membuktikan 
bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan 
pidana yang dilakukan. Hakim mempertimbangkan apakah 
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terdakwa mempunyai alasan pemaaf, alasan pembenar maupun 
alasan penghapusan pidana. 
5) Hakim juga akan memberikan pertimbangan secara yuridis 
dalam bentuk putusan Hakim dalam hal-hal yang meringankan 
dan memberatkan terdakwa. 
Dalam perkara ini alat bukti sah untuk dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi hakim yakni keterangan saksi, surat, petunjuk dan 
keterangan terdakwa. Selain itu dihubungkan dengan barang bukti yang 
diajukan di dalam persidangan serta persesuaian antar alat bukti serta 
barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim 
untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam 
Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa 
keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan 
saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menunjukan kesesuaian 
antara satu sama lain sehingga terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan 
penipuan. 
Penulis juga berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim 
kepada terdakwa sudah tepat, dengan mempertimbangkan semua unsur-
unsur dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) 
KUHP telah terpenuhi dan hakim menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) 
tahun 8 (bulan) kepada terdakwa juga sudah tepat. Hal ini dapat dilihat 
berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, 
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barang bukti, serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal 
yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta 
memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan 
keyakinan hakim.51 
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada saat 
penelitian dengan salah satu majelis hakim bahwa kerugian yang dialami 
para korban bukan hanya waktu namun juga materi. Namun dengan 
alasan bahwa terdakwa adalah seorang perempuan dan hal-hal 
meringankan lainnya seperti terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa 
sopan dipersidangan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya 
maka hakim menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (bulan).52 
Menurut penulis hukuman tersebut sudah dapat memberikan efek jera. 
Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan balas 
dendam, tetapi merupakan sarana mendidik terdakwa agar terdakwa 
menyadari akan kesalahnnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya dan 





                                                             
51 Wawancara dengan Bapak Maxi Sigarlaki, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 
9-Desembe-2013, diolah. 







Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan dari 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan 
penipuan dalam Putusan No.696/Pid.B/2012/PN/Mks didasarkan pada 
fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti serta didasarkan pada 
pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut 
umum. Dalam perkara ini, jaksa menggunakan dakwaan kumulatif 
yaitu dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1) dan dakwaan kedua Pasal 
378 yang mana semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 
tersebut telah terpenuhi. 
2.  Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana 
pemalsuan surat dan penipuan dalam Putusan 
No.696/Pid.B/2012/PN.Mks telah sesuai. Hal ini dapat dilihat 
berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, 
barang bukti, serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-
hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta 
memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat 




1. Banyaknya kasus Pemalsuan Surat dan Penipuan terkait penjaminan 
Sertifikat Hak Milik dalam melakukan pinjam meminjam uang dapat 
dikatakan karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai 
keaslian atau kebenaran dari suatu surat tanah. Untuk itu penulis 
mengharapkan adanya penyuluhan kepada masyarakat mengenai 
transaksi-transaksi yang menyangkut surat otentik. 
2. Masyarakat yang sering melakukan transaksi pinjam meminjam dengan 
menjaminkan surat tanah hendaknya memeriksa terlebih dahulu ke 
pejabat yang berwenang dalam hal ini BPN ataupun Notaris tentang 
kebenaran dari Sertifikat Hak Milik atas tanah yang akan dijaminkan 
oleh pihak lain. Atau lebih baik lagi jika di dampingi oleh pihak yang 
berkompeten di dalamnya, yaitu Notaris. 
3. Notaris dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam hal ini sebagai 
pejabat yang berwenang  harus lebih teliti dalam melihat keabsahan 
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Wawancara Hakim : Maxi Sigarlaki SH.,MH 
Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Pemalsuan Surat 
dan Penipun: 
Unsur pemberatannya karena dia sifatnya kumulatif, kumulatif 
dengan penipuan. Manakala dia terbukti melakukan tindak pidana 
yang tidak sejenis dalam hal ini Pasal 263 dan Pasal 378 ancaman 
hukumannya terberat ditambah dengan sepertiga. Itulah ancaman 
maksimumnya (ada pemberatan). 
Concursus realis dalam kasus ini karena ada bebarapa macam 
perbuatan yang dilakukan.  
Dikenakan Pasal 263 karena hakim tergantung dari Dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum. Kalau Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
hanya menyangkut Pasal 263, hakim tidak bisa menjatuhkan Pasal 
264 (pemberatan), atau Pasal yang lebih tinggi karena hakim hanya 
fokus pada apa yang di dakwakan (dalam hal ini Pasalnya). 
Sedangkan subsidernya dia menggunakan Pasal 378 jo Pasal 65. 
Jadi hakim terfokus pada dakwaan kesatu dan kedua. Karena 
dakwaan ini sifatnya kumulatif, jadi hakim harus pertimbangkan 
kedua-duanya, baik dakwaan kesatu atau kedua. Beda bila 
dakwaan subsideritas atau alternatif, hakim hanya 
mempertimbangkan Pasal sesuai dengan fakta yang terungkap 
dalam persidangan. Memang jika dilihat bukti dalam persidangan, 
ini merupakan sertifikat, mestinya otentik. Berarti dia ada 
pemberatan langsung. Karena ada perbedaan prinsip dalam Pasal 
263 dan Pasal 264. Karena unsur-unsur dalam Pasal 263 harus 
terpenuhi ditambah lagi satu unsur di dalam Pasal 264. Memang 
betul, mestinya perkara ini merupakan Pasal 264 karena Pasal 263 
sifatnya umum, sedangkan Pasal 264 ada ketambahan dari unsur 
Pasal 263 yang harus dipenuhi ditambah dengan salah satu unsur 
yaitu bahwa surat tersebut otentik yang merupakan suatu 
pemberatan. Tapi Majelis tidak boleh mempertimbangkan Pasal 
264 karena yang di dakwakan adalah Pasal 263. Beda halnya 
kalau dia dalam dakwaan primer dikenakan Pasal 264 sedangkan 
dakwaan subsider Pasal 263 Majelis boleh mempertimbangkan 
kalau manakala tidak terbukti Pasal 264, karena ancamannya lebih 
rendah dan yang penting sejenis. Karena dakwaannya subsideritas 
atau alternatif. Atau manakala tidak di dakwakan hanya Pasal 264 
tapi tidak terbukti bahwa akta otentik (sifatnya khusus), Majelis bisa 
masuk Pasal 263 walaupun tidak ada dalam dakwaan. 
Surat itu ada berbagai macam. Surat secara umum juga  
merupakan otentik. Namun jika dalam dakwaan hanya menyatakan 
79 
 
surat, hakim tidak bisa mengkualifikasi bahwa itu otentik. Nanti diliat 
dipersidangan apakah surat itu otentik atau tidak. Katakanlah surat 
itu ternyata otentik, tapi tidak di dakwakan, hakim tidak bisa 
mempertimbangkan, sebab hakim hanya terfokus pada apa yang 
didakwakan. Yang dimaksud surat dalam Pasal 263 itu banyak 
jenis-jenis surat, termasuk surat biasapun, sebab yang dimaksud 
itu membuat surat yang bukan semestinya. Jadi seolah-olah surat 
itu ada, padahal surat itu tidak ada.  
 
